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pemerintah juga perlu meninjau apakah aktivitas yang dilakukan sudah sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi
pertanggungjawaban Kkinerja pemerintah sendiri. Hal inilah yang membuat
sehingga ketaatan pada peraturan perundangan di OPD Kabupaten Mimika
yang menyebabkan hasilnya tidak berpengaruh. Untuk itu, Pemerintah perlu
meningkatkan pengetahuan pegawai tentang peraturan perundangan agar
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Mimika menjadi lebih
baik lagi di masa mendatang.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Hasibuan (2018) yang menyatakan bahwa ketaatan pada
peraturan perundangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Kinasih (2018) yang menyatakan bahwa ketaatan pada
peraturan perundangan berpengaruh signifikan negatif terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel

kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, transparansi publik, dan

ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai/pejabat

pada 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika dengan teknik

pengambilan sampel berupa purposive sampling, kemudian diperoleh 113

kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang

telah diuraikan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran(X1) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
di Kabupaten Mimika.

Variabel Sistem Pengendalian Internal(X2) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
di Kabupaten Mimika.

Variabel Transparansi Publik (X3) tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Mimika.
Variabel Ketaatan pada peraturan perundangan (X4) tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di

Kabupaten Mimika.
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Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah
diuraikan dalam bab 1 yaitu untuk menguji kembali pengaruh kejelasan sasaran
anggaran, sistem pengendalian internal, transparansi publik, dan ketaatan pada
peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan
subjek berbeda dengan penelitian terdahulu. Hasil uji koefisien determinasi
dengan nilai adjusted R Square sebesar 0,521 atau 52,1%. Hal ini menyatakan
bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan
variabel dependennya. Sedangkan, 48% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang

tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil pengujian yang sejalan dengan hipotesis pada penelitian ini dapat
membuktikan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal-hal yang
berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Mimika seperti kasus
korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana pembangunan gereja
Kingmi mile 32 serta kasus-kasus lainnya di Mimika yang menunjukkan bahwa
transparansi publik dan ketaatan pada peraturan perundangan perlu diperhatikan
lagi karena variabel ini tidak berpengaruh pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Mimika. Apabila tidak diterapkan, maka akan timbul masalah dalam hal
penggunaan anggaran yang dapat mempengaruhi Kinerja organisasi pemerintah
untuk mencapai tujuan akuntabilitasnya. Dengan adanya penerapan tindakan
hukum yang tegas untuk aparat pemerintah, dan penjaminan bahwa publik dapat

mengakses dokumennya sewaktu-waktu maka akan tercipta pelaporan
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pertanggungjawaban kepada masyarakat dan semua pihak yang membutuhkan

sehingga hasil penilaian SAKIP dapat meningkat.

5.2. Keterbatasan
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak keterbatasan
dalam penyusunannya. Keterbatasan tersebut antara lain:
5.2.1.Kesulitan untuk mengumpulkan kembali kuesioner mengingat
kesibukan responden. Dari 120 kuesioner yang disebar hanya
terkumpul 113 dan 7 diantaranya tidak dikembalikkan karena
peneliti kesulitan untuk menghubungi yang bersangkutan dan ini
yang menyebabkan lamanya pengumpulan data. Serta jarak antar
lokasi kantor OPD yang satu dengan yang lainnya cukup jauh yang
menyebabkan pengumpulan data membutuhkan waktu yang lama.
5.2.2.Subjek penelitian ini terbatas pada aparatur pemerintah di OPD
Kabupaten Mimika, sehingga terdapat perbedaan hasil penelitian

apabila dilakukan pada subjek yang berbeda.

5.3. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa
saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lain antara lain:
5.3.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Mimika
Pemerintah perlu meninjau apakah aktivitas yang dilakukan sudah sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat

mempengaruhi pertanggungjawaban kinerja pemerintah, serta diharapkan



5.3.2.
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untuk meningkatkan ketepatan dalam menentukan sasaran anggaran dan
efektivitas dalam penerapan pengendalian Internal di lingkungan
pemerintah. Selain itu juga harus memperbaiki sistem pelaporan agar
menjadi lebih baik serta meningkatkan pengetahuan pegawai tentang
peraturan perundangan agar akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah
Kabupaten Mimika menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Bagi peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat
melakukan penelitian pada objek berbeda untuk membuktikan
kekonsistenan hasil penelitian. Untuk peneliti selanjutnya juga dapat
lebih memperhatikan waktu untuk penyebaran kuesioner untuk mencegah
kuesioner yang hilang akibat tertumpuk dengan berkas yang
mengakibatkan kuesioner lama untuk dikembalikkan. Selain itu, jika
ingin melakukan penelitian yang serupa diharapkan dapat mengganti
beberapa variabel pada penelitian ini untuk diuji kembali kekonsistenan

pengaruhnya terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.
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